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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syari‟ah 

 Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu 

maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau 

bermaksud kepada (qashada ilaihi),
1
 sedangkan syariah menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.
2
 Syariat merupakan jalan 

hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan 

Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek 

hidup dalam kehidupan manusia.  

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah 

maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam 

dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan 

tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan 

Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat 

ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan 

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan  

umat manusia
3
.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
1
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,..h 153. 

2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368. 
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 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
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maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak 

diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan 

dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan 

juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, 

pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam 

mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk 

memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.
4
 Setiap hukum 

yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-

masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup 

manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan 

mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan 

pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, 

baik rohani maupun jasmani, individual dan social.
5
 

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah 

 Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan 

syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi 

hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu 

Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan 

bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. 

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung 

                                                           
4
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hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, 

dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.
6
   

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat 

penting. Pendapat  di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf 

dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqaṣid syari‘ah. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar‟i tidak dapat dipahami 

dengan kecuali seorang yang mengetahui maqaṣid syari‘ah. Wahbah az-

Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqaṣid syari‘ah 

merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami 

nash dan membuat istinbaṭ hukum, dan bagi orang lain dalam rangka 

mengetahui rahasia-rahasia syar‟iyah.
7
  

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari‟ah dapat diketahui 

dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh 

yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya 

syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat.
8
 Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit 

untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis 

tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud di 

antaranya: 

ٍِمۡۚۡ ف  ٍۡ مَ ٱنَّتًِ كَبوتَۡ عَهَ
ٱلۡۡغَۡهََٰ ََ ٌضََعُ عَىٍۡمُۡ إصِۡشٌَمُۡ  ََ 

                                                           
6
 Khairul Umam, Ushul Fiqih, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127 
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XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009 
8
 Khairul Umam, Ushul Fiqih …h. 130. 



54 
 

 

“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada  

pada mereka” (QS. Al-A‟raaf: 157).
9
 

 ُ ُۚۡ لََ ٌكَُهِّفُ ٱللَّّ ًُ ٱللَّّ بٓ ءَاتىََٰ ًِ سِصۡلًُُۥ فهٍَۡىُفكِۡ مِمَّ ٍۡ مَه لذُِسَ عَهَ ََ ًِۖۦ  ه سَعَتِ  وفَۡ  ب نٍِىُفكِۡ رَُ سَعَخٖ مِّ

ُ ثعَۡذَ عُۡ شٖ ٌُۡ شٗا   ٍبَۚۡ سٍَجَۡعَمُ ٱللَّّ  إلََِّ مَبٓ ءَاتىََٰ

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).
10

 

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. 

Di   antaranya sebagai berikut: 

ذٍ ٤٩٤٨سىه انى بئً  ًٍّ عَهْ مَعْهِ ثْهِ مُذَمَّ ثىَبَ عُمَشُ ثْىعَُهِ : أخَْجشََوبَ أثَُُ ثكَْشِ ثْهُ وبَفعٍِ لبَلَ دَذَّ

ٌهَ ٌُْ شٌ  سَهَّمَ إنَِّ ٌزََا انذِّ َُ ٍِ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ٌْشَحَ لبَنمَبَلَ سَسُُلُ اللََّّ عَىَْ عٍِذٍ عَهْ أثًَِ ٌشَُ

ٌهَ أدََذٌ  نىٍَْشَُبدَّ انذِّ دَخِ  ََ َْ انشَّ ََ حِ  ََ اسْتعٍَِىُُا ثبِنْغَذْ ََ شَُا ِّ ٌَ ََ أثَْشِشَُا  ََ لبَسِثُُا  ََ دَُا إلََِّ غَهجًََُ فََ ذِّ

نْجَخِ  ءٍ مِهْ انذَّ ًْ شَ ََ 
“Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin 

Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n 

bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan 

tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia 

akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, 

berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.
11

 

 

ثىَبَ انىَّضْش أخَْجشََوبَ شُعْجخَُ عَهْ سَعٍِذِ ثْهِ أثًَِ ٦٥٦٩صذٍخ انجخبسي  ثىًَِ إسِْذَبقُ دَذَّ : دَذَّ

يِ لبَ ًِ عَهْ جَذِّ مُعَبرَ ثْهَ جَجمٍَ لبَلَ ثشُْدَحَ عَهْ أثٍَِ ََ سَهَّمَ  ََ  ًِ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ب ثعََثًَُ سَسُُلُ اللََّّ لَ نمََّ

عَب  ََ تطَبَ ََ لََ تىُفَِّشَا  ََ شَا  ثشَِّ ََ شَا  لََ تعَُ ِّ ََ شَا    نٍَمَُب ٌَ ِّ
“Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah 

menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami 

Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: 

"Ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda 

kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu 

mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan 

bersatu padulah!”
12

 

 

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat 

Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya 

kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu 

                                                           
9
 Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya”‟. QS. Al-A‟raaf(7):157. 
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 Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya”‟QS. Ath-Thalaaq(65):7. 
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kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu 

mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam 

pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan 

dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak 

sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan 

sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan. 

 Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran 

Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan 

menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan 

itu mesti diperjuangkan, sebalikiya semua hal yang mengakibatkan 

kemudaratan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang 

dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan 

demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, 

diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun 

dalam pengembangannya. 
13

 

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqåshid al-syariah itu tidak 

hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, 

akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain 

diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan 

Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil 

kesimpulan secara istiqrå' (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum 

syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk 
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 Busyro, Maqashid al-Syariah,…h. 18. 



56 
 

 

melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal 

agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang 

diinginkan oleh Allah SWT.
14

 

3. Pembagian Maqashid Syariah 

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan 

hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum 

yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan 

bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu 

apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga 

ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-

dharüriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier).
15

, 

yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb 

(keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mâl (harta). 

sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-håjiyah, sebagai 

prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai 

prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingatan-tingkatan tersebut:
16

 

a. Al-dharuriyyat  

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk 

tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. 

Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka 

rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam 
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Busyro, Maqashid al-Syariah, …h. 19.  
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 Busyro, Maqashid al-Syariah…, h. 109. 
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dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap 

lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan 

al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua 

makna
17

, yaitu: 

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan 

mengukuhkan landasannya yang disebut dengan muru'ah min janib 

alwujud. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan 

kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, 

haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti 

kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan 

sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang Iain seperti aturan-aturan 

dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. 

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok 

tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut 

dengan muru'ah minjanib al-'adam. Misalnya aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si 

peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan 

sanksi berat atas perbuatan mereka.
18

 

b. Hajiyat 

 Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (maqâtsid 

al-kulliyat) syariah, terdapat tingkatan hajiyyat (urgensi). Pada tingkatan 
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 Busyro , Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121. 
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ini, tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan yang 

dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak 

terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok 

di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. 

Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam 

fikih.
19

 Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan 

al-hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur 

dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam 

menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah 

sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil 

keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi 

musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat 

dalam keadaan düdük apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon 

istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.
20

 

c. Tahsiniyat 

  Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan 

martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan 

dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat 

berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, 

dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling 

sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan 
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 Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h.  220. 
20

 Busyro , Pengantar Filsafat …,h. 124. 



59 
 

 

martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan 

pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.
21

 

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk 

memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum 

yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian 

diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-

perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang 

disyariatkan untuk perkara-perkara yang diangap baik dan sempurna 

(kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika 

dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.
22

   

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk 

memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja 

kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh 

tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok 

kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing: 

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din) 

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar 

kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk 

Iainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi 

dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala 

sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu 

sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mesti 
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 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan…h. 78. 
22
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dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan 

melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan 

nyawa atau melenyapkan nyawa orang Iain sudah merupakan suatu 

perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan 

tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti 

ada pada manusia.
23

 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat 

kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat
24

; 

a. Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan 

melaksanakan kewajiban keagaman yang masuk peringkat primer. 

Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini 

diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. 

b. Hajiyyãt yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 

menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi 

orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak 

dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.  

c. Tahsiniyãt, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung 

tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam 

maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. 
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2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs) 

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, 

penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam 

eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam 

memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam 

pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi 

mereka yang mencoba membunuh dirinya
25

Memelihara jiwa, 

berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat
26

; 

a. Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan 

untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini 

diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 

manusia. 

b. Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati 

makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka 

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. 

c. Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum 

dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam 

eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan 

seseorang. 
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26
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3. Memelihara Akal (Hifzh Al-„Aql) 

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang 

membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, 

berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya 

dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal 

terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. 

Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya 

kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dałam hal ini, 

adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi 

kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dałam hidupnya orang 

yang seperti ini tidak akan bahagia, atau łatanan kehidupannya rusak. 

Oleh karena iłu dałam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah 

SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun 

larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi 

akal manusia.
27

 

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat
28

; 

a. Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika 

ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya 

eksistensi akal. 

b. Hajiyyat, seperti dianjurkannya nuntut ilmu pengetahuan. 

Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi 
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akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

c. Tahsiniyyat. Seperti menghindar kan diri dari menghayal atau 

mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya 

dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 

langsung 

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) 

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di 

samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan 

antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan 

meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah 

SVVT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan 

masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, 

maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, 

termasuk masyarakat. 

 Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial 

kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan 

dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan 

ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti 

hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, 
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pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti 

dipelihara oleh manusia.
29

 

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat
30

; 

a. Dharuriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau 

kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 

b. Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi 

suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. 

Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan 

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. 

Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, 

jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah 

tangganya tidak harmonis. 

c. Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam 

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 

perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam 

eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang 

melakukan perkawinan. 

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal) 

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia 

di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. 

Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan 

                                                           
29

 Busyro, Maqashid al-Syariah…, h 124. 
30

 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan …h. 80. 



65 
 

 

dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan 

sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, 

karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di 

dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya 

tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah 

dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan 

orang Iain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah 

yang berkaitan dengan ketersediaan harta.
31

 

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat
32

; 

a. Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan 

larangan mengambil harta. 

b. Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. 

Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam 

eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal. 

c. Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari 

pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika 

bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini 

juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. 
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4. Kedudukan Maqashid Syariah 

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari‟ah 

memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami 

perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al-

Haramyn al-Juaini Abu al-Ma‟aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu 

Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (w. 1379 

H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafykan 

peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, 

al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam 

mempertegas konsepsi maqashid syari‟ah itu sendiri.
33

 

 Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan 

proses awal terjadinya maslahah sebagai maqashid syari‟ah dengan tiga 

tingkatan yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang kemudian tiga 

tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari‟ah. Kemudian 

muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tesebut ke 

dalam lima hal yang dikenal dengan daruriyyah al-khamsah dengan 

mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn 

yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu 

Ishaq al-Shatibi yang memperbaharuinya dengan meletakkan dasar-dasar 

teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari‟ah ini. Ketiga nama 

tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam 

perumusan teori maqashid syari‟ah. 
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Semenjak itulah maqashid syari‟ah menjadi satu tema kajian dalam 

setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama 

kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, 

karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syari‟ah sebagai suatu 

teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori 

dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok 

tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, 

demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan 

senantiasa mempelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, 

maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai 

hamba akan sulit terlaksana dengan baik.
34

 

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga 

dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah 

konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak 

berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak 

dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat 

pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada 

manusia yang memluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, 

maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka 

kehidupan akan terasa hampa 

Kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui 

kedudukan maqashid syari‟ah itu sendiri. Sebagaimana yang telah para 
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ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari maqashid syari’ah 

adalah mewujudkan kemaslahatan dan mengindari kemudharatan. Oleh 

karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil 

al-Qur‟an mapun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka 

maqashid syari‟ah tidak lah dapat diakui keberadaannya.
35

 

B. HAK ASUH ANAK 

1. Pengertian Hak Asuh Anak 

  Pengertian hak asuh anak (hadhanah) menurut bahasa yaitu dalam kamus 

bahasa Indonesia hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sunguh ada; 

kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai 

wewenang (mempergunakan). Secara etimologi al-Hadhanah diambil dari 

kata al-Hidn yang berarti rusuk yakni mengumpulkan ke rusuk kemudian 

kata hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak. 

Dimaknai demikian karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong 

anaknya, seringkali meletakkan pada sebelah rusuk atau dalam pengakuan 

sisi sebelah rusuk sang ibu.
13

 Sedangkan secara terminologinya, hadhanah 

ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang 

kurang mampu kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi 

keperluannya sendiri.
36

 

   Sedangkan menurut Imam Taqiyudin hadhanah ibarat menjalankan   untuk 

menjaga orang (anak) yang belum mumayyiz atau tidak berakal dan 
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mengajarkannya akan kebaikan serta menjaganya dari sesuatu yang sangat 

membahayakan. Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya 

telah diatur oleh hukum Islam secara jelas, bahkan hukum adat. Dalam 

hadits Nabi mengenal bahwa Al-Ummu Madrasah Al-Ula (Ibu adalah 

tempat pendidikan yang utama), artinya bahwa anak yang belum mumayyiz 

seharusnya terlebih dahulu dididik oleh ibunya, karena sifat seorang ibu 

lebih memungkinkan dalam mendidik anak.  

  Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, yaitu 

masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz
37

:  

a. Masa sebelum mumayyiz, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur 

tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa 

membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi 

dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih 

berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah. 

b. Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig 

berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana 

yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh 

karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri 

untuk ikut ibu atau ikut ayahnya. 

  Menurut Sayyid Sabiq bahwa mengasuh anak-anak yang masih kecil 

hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak 
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yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan, Ulama fiqih sepakat 

menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, 

karena apabila anak yang masih kecil , belum mumayiz, tidak dirawat dan 

dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan 

bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka 

wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik, Dalam Pasal 105 KHI, 

bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya.sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung 

oleh ayahnya.
38

 

  Dari beberapa pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa 

hadhanah ialah hak asuh anak atau pemeliharan anak baik laki-laki maupun 

perempuan yang masih kecil karena belum bisa mebedakan antara yang 

baik dan yang buruk (belum mumayiz) dan menyediakan sesuatu yang 

menjadikan kebaikannya, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 

merusaknya. 

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak  

  Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah 

wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan 

perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya 
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berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, 

namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Adapun dasar hukum 

merujuk kepada firman Allah SWT dalam Q.S AT Tharim ayat:6 yang 

berbunyi:  

 
ٓ ٍبَ مَهََٰ ٍۡ ٱنۡذِجَبسَحُ عَهَ ََ لُُدٌُبَ ٱنىَّبسُ  ََ هٍِكُمۡ وبَسٗا  ٌۡ أَ ََ اْ أوَفَُ كُمۡ  ُٓ بَ ٱنَّزٌِهَ ءَامَىُُاْ لُ أٌٍَُّٓ ئكَِخٌ غِلََظٞ ٌََٰ

ٌفَۡعَهُُنَ مَب ٌؤُۡمَشَُنَ   ََ َ مَبٓ أمََشٌَمُۡ   شِذَادٞ لََّ ٌعَۡصُُنَ ٱللَّّ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.”
39

 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai ayat tersebut 

juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Swt yaitu 

pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya 

untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar 

keluarganya itu melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-

larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak.
40

 

3. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam 

     Pengasuhan anak atau Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI 

merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan 

oleh setiap umat Islam terhadap anak - anak mereka, baik ketika para orang 

tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. 

Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan 

yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang 
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lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan 

pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi 

dalam kesehatannya. Begitu pentingnya hak asuh anak dalam pandangan 

KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban - 

kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak 

mereka, supaya kehidupan anak - anak mereka bisa berjalan dengan baik, 

baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka 

nantinya.
41

 

         Pasal 98 KHI menyebutkan; 

 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan. 

 (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum  didalam dan diluar pengadilan. 

 (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 

tidak mampu.
42

 

       Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua 

adalah mengajarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali 

mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya. 
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Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 

KHI menyebutkan:  

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.  

Apabila ayahnya telah meniggal dunia, maka biaya penyusuan 

dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 

ayahnya atau walinya.  

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan 

penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah 

ibunya.   

Aturan - aturan KHI tersebut di atas, masih menjelaskan kewajiban 

orang tua terhadap anaknya ketika mereka masih hidup dalam keadaan 

rukun berumah tangga. Walaupun demikian KHI tidak berhenti mengatur 

kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun 

saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai sebagaimana 

yang akan dijelaskan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan 

KHI dalam mengatur urusan mengurus anak tidak tanggung-tanggung, 

karena permasalahan ini bukan hanya berimbas kepada kehidupan anak itu 

sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan 

dunia baik dalam nusa, bangsa serta agama. Karena anak - anak itulah 

kedepannya akan menentukan arah kehidupan dunia ini, oleh karena itu 

apabila anak - anak tersebut dirawat dan dididik secara baik, maka 

kedepannya kehidupan dunia juga akan mengalami perbaikan - perbaikan. 

Namun apabila anak - anak tersebut tidak diperhatikan dan kehidupan 
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mereka disia-siakan maka besar kemungkinan musibah akan menimpa 

suatu bangsa, negara dan dunia kedepannya.
43

 

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya;  

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya;  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  

Pasal 156 KHI berbunyi: 

 Akibat putus perkawinan karena perceraian adalah:  

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh:  

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.  

2. Ayah.  

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.  

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.  

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.  

      Aturan - aturan hadanah dalam KHI materinya hampir keseluruhannya 

diambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya ulama Syafi‟iyah. 

Melihat rincian aturan tentang haḍānah yang di atur oleh KHI di atas, 
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menunjukkan bahwa yang namanya anak haruslah dipelihara dengan 

sebaikbaiknya dan jangan sempat dipermasalahkan demi kepentingan 

hidup si anak dan demi kemaslahatan untuknya
44

.  

Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan 

salah satu penjelmaan aturan hukum dalam Islam, di mana dalam aturan 

Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau 

yang sering disebut dengan istilah maqasid syari‟ah (tujuan pemberlakuan 

hukum Islam) yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan 

harta. Di mana dalam kasus pemeliharaan anak ke lima tujuan tersebut di 

atas telah mencakup pada diri si anak, yaitu untuk kepentingan agama, 

jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatannya untuk selama - lamanya.
45

 

       Jika dilihat dari asas umum dalam hukum acara peradilan agama, 

masalah hak asuh anak dalam perceraian orang tua yang murtad, maka 

dapat dianalisis menggunakan asas personalita keIslaman yang didasari 

oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga 

dan pasal 49 ayat (1) undang-undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalita keIslaman 

mempunyai penegasan bahwa:  

a.  Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama harus sama-sama 

pemeluk agama Islam,  
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b. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara perdata 

yang menjadi kompetensi pengadilan agama,  

c. hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasar hukum 

Islam. 

 oleh karena itu cara penyelesaian berdasar hukum Islam. Patokan 

asas personalita keIslaman berdasar pada patokan “formal” dan patokan 

saat terjadi  hubungan hukum. Patokan “formal” saat terjadinya hubungan 

hukum dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam tanpa 

mempersoalkan kualitas keIslaman seseorang, yang secara formal dapat 

dibuktikan dengan KTP, SIM, keterangan lain atau juga dari kesaksian. 

Sedang patokan ―saat terjadi‖ hubungan hukum ditentukan oleh dua 

syarat 

a. Saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama 

Islam, dan 

b. Ikatan hukum yang mereka lakukan berdasar hukum Islam. 

 Jika dua syarat di atas terpenuhi maka tidak menjadi masalah jika di 

kemudian hari para pihak atau salah satu pihak beralih ke agama selain 

Islam, ketika terjadi sengketa maka tetap tunduk kepada kewenangan 

peradilan agama. Begitu juga hukum dalam sengketa hak asuh anak, tetap 

menjadi kewenangan peradilan agama, dan melekat pada anak tersebut 

hukum keluarga Islam, dimana anak yang lahir dari perkawinan Islam dan 
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orang tua yang beragama Islam, maka anak tersebut memiliki agama 

Islam, dan hanya dapat diasuh oleh orang tua yang beragama Islam pula.
46

 

4. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif 

         Uraian sebelumnya yang membahas tentang memelihara anak dalam 

pandangan KHI menyebutkan pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak. 

Namun dalam ini, tepatnya memelihara anak dalam perspektif undang - 

undang, istilah pemeliharaan anak identik disebut dengan kuasa asuh bukan 

sebagai hadanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 23 Pasal 1 

angka 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa 

Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 

minatnya.
47

 

          Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang 

merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi 

hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah 

hadhanah ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses 

pengadilan dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk 
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pada hukum hadhanah dalam kitab-kitab fiqih. 

 Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan 

Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di 

Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. 

 Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 

98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-

anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan.
48

 Dalam 

Undang-undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 

dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan:
49

 

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan 

kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau 

kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh 

Sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan 

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut: 

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat 

ketiga, dapat mengajukan perrmohonan kepengadilan untuk 

maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang 

atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat 
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untuk itu. 

2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai 

dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka 

pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada aya 1 

dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang 

mempunyai kewenangan untuk itu. 

3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 dapat 

menunjuk orang perseorangan atau llembaga pemerintah/masyarakat 

untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. 

4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak 

yang akan diasuhnya.
50

 

C. MURTAD 

1. Pengertian Murtad 

      Murtad dalam bahasa Arab di ambil dari kata ar-riddah yang bermakna 

kembali kebelakang. Orang murtad adalah orang yang kembali, baik dengan 

ucapan, keyakinassn, perbuatan, atau dengan keraguan Murtad menurut 

istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir, apapun macamnya. 

Bila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan kemudian masuk ke 

agama kafir, dia disebut Murtad.
51

 Kata Murtad hanya berlaku bagi seorang 

muslim yang keluar dari agama Islam, bukan orang kafir yang keluar dari 
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agamanya kemudian masuk ke agama kafir lainnya. Kembalinya orang 

Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya 

sendiri tanpa ada paksaaan dari orang lain, baik ia laki-laki taupun 

perempuan,. Sehingga, ketika seorang muslim dianggap kembali kepada 

kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur kompulsif (paksaan), 

maka ia tidak bisa diklaim melakukan murtad.         

    Murtad dalam kajian fiqh, mempunyai dampak terhadap status 

perkawinan, yaitu fasakhnya (rusaknya perkawinan). Ketika sebuah 

perkawinan rusak maka putuslah ikatan tersebut namun tidak memutuskan 

ikatan keluarga antara anak dan orang tua. Dalam kajian Hukum Keluarga 

Indonesia, murtad belum mempunyai dampak yuridis terhadap putusnya 

perkawinan. Sehingga, murtad dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) 

Kompilasi Hukum Islam dipahami dengan pengertian bahwa murtad 

(peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, jika setelah terjadinya 

murtad berdampak pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga 

para pihak yang mengajukan perceraian.
52

 

   Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa murtad berat pengkhianatan 

terhadap Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu 

pemihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain. Pengianatan atau 

pemberontakan itu serupa dengan pengkhianatan terhadap Negara, karena 

menggantikan kesetiaan kepada Negara lain atau komunitas lain. Sehingga 

orang murtad memberikan cinta dan kesetiaan kepada mereka dan 
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mengganti Negara dan komunitasnya. Murtad bukan sekedar terjadinya 

perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan 

perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lain yang 

bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya.
53

 

2. Dasar Hukum Murtad 

Q.S An Nahl(16): 106 

كِه مَّه شَشَحَ  
نََٰ ََ هِ  ٌمََٰ  ثٱِلِۡۡ

لهَۡجًُُۥ مُطۡمَئهُِّۢ ََ ًِٓۦ إِلََّ مَهۡ أكُۡشِيَ  ىِ ِ مِهۢ ثعَۡذِ إٌِمََٰ  ثٱِنۡكُفۡشِ مَه كَفشََ ثٱِللَّّ

نٍَمُۡ عَزَاةٌ عَظٍِمٞ   ََ  ِ هَ ٱللَّّ ٍِمۡ غَضَتٞ مِّ ٍۡ  صَذۡسٗا فعََهَ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap 

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah 

menimpanya dan baginya azab yang besar.”
54

 

 

 Berdasarkan firman di atas, dipahami bahwa Allah SWT murka 

kepada orang murtad. Bahkan, Dia akan memberi azab yang besar 

kepadanya. Allah juga menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 217: 

ٱلۡۡٓخِشَ  ََ وٍۡبَ  هٍُمُۡ فًِ ٱنذُّ ئكَِ دَجطِتَۡ أعَۡمََٰ
ٓ نََٰ َْ ُ َُ كَبفشِٞ فأَ ٌُ ََ مَه ٌشَۡتذَِدۡ مِىكُمۡ عَه دٌِىۦًِِ فٍَمَُتۡ  حِۖ ََ

هذَُِنَ   تُ ٱنىَّبسِۖ ٌمُۡ فٍٍِبَ خََٰ ئكَِ أصَۡذََٰ
ٓ نََٰ َْ أُ ََ 

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati 

dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan 

di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya.”
55

 

 

  Allah melalui firman tersebut menjelaskan bahwa seluruh amal 

perbuatan orang yang murtad adalah sia-sia. Meskipun sebelum murtad 
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adalah seorang hamba yang saleh, tetapi apabila meninggal dalam keadaan 

murtad, maka segala amal baiknya tidak berguna. Ia akan ke neraka. 

3. Agama dan pengaruh kemutradan dalam hak asuh anak 

Dalam menyatakan bahwa keyakinan beragama adalah hak asasi 

manusia yang paling mendasar, perlu di hormati oleh siapapun. Dari sudut 

pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan 

perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan 

ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan 

seakidah. dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan 

agama anak-anak akan lebih maslahat berada dibawah bimbingan single 

parent ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang 

berseberangan. Relavan sekali kalau RUU Hukum terapan Pengadilan 

Agama dalam Pasal 116 huruf “h” disebutkan menjadikan murtad sebagai 

alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan timbulnya perselisihan dan 

pertengkaran.
56

 

Mengacu pada konsep Fiqih Islam, seorang suami atau istri yang 

murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinanya telah fasakh, bahkan 

dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah 

yang telah terjadi diantara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu 

penyebab perceraian. Para ulama madzhab terjadi ikhtilaf (perbedaan 

pendapat) mengenai waktu terjadinya perceraian dan ter-fasakh-nya nikah 
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karena murtad.
57

 

Madzhab Imamiyah dan Syafii‟ tidak memperkenankan seorang 

kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam. hal senada dengan 

madzhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki 

pengasuh (orang tua) dapat menggugurkan hak asuhan. Ulama madzhab 

Syafii‟ dan madzhab Hanbali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang 

muslim/muslimah, karena non-Islam tidak punya kewenangan dalam 

mengasuh dan memimpin orang Islam. Disamping itu juga dikhawatirkan 

pengasuh akan menyeret anak masuk ke dalam agamanya. Ulama 

madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus 

seorang muslimah.
58

 

 Sementara menurut hukum Islam, berdasarkan penelususran 

pendapat- pendapat para ulama Fiqh ternyata secara umum mereka terbagi 

kepada dua pendapat terhadap orang murtad dalam hak asuh anak: 

1. Non-Muslim tidak berhak menjalankan hak asuh (hadhanah). Yaitu 

dari kalangan Syafi‟iyah dan Hanabillah mensyaratkan yang 

menjalankan (hadhanah) hak asuh anak harus beragama Islam. 

Menurut Muhyidin al- Nawawi, hak asuh anak (hadhanah) ornag kafir 

tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Justru akan merusak 

agamanya dan itu mudhorat yang paling besar. Menurut Hadist Nabi 

SAW yang mnyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang 
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muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah. 

2. Non-Muslim berhak menjalankan hak asuh anak (hadhanah). 

Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang hak 

asuh anak (hadhanah) boleh ahl al-Kitab atau agama lain baik ibunya 

atau yang lain. Menurut Zakarya al-Anshari hak asuh anak (hadhanah) 

ibu yang kafir dapat diterima karena hak asuh anak (hadhanah) itu 

memang miliknya. Menurut Abu Sa‟ad al-Istakhi, boleh diserahkan ke 

orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah . Menurut 

al-Istakhi, ibu kafir dzimmi lebih berhak atas anak dari pada bapaknya 

yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, begituh juga pada anak kafir 

dzimmi ibu lebih berhak atasnya.
59

 

4. Akibat Murtad Terhadap Hak asuh anak 

  Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap 

saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang 

berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang 

keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam 

kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain atau ingkar. 

Dan riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama 

yang lain atau tinggal saja tidak beragama, sedangkan tadinya memeluk 

agama Islam.  

 Kedudukan anak dalam hal mewaris yang menjadi pengaruh 

hukum dari putusan perceraian akibat salah satu pasangan suami istri 
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berpindah agama (murtad), maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

ayah yang murtad dapat mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. 

Anak dalam putusan perceraian fasakh / talak bain sugra tidak 

mendapatkan warisan dari orang tua yang murtad tersebut, sebab orang 

tua yang murtad tersebut tidak dibenarkan dan tidak boleh mewarisi atau 

menjadi pewaris bagi anak-anaknya yang muslim.
60

 

 Perpindahan agama/murtad akan dapat mempengaruhi keabsahan 

suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali.  Status anak itu dapat 

dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Anak yang dilahirkan sewaktu 

Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; 

Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, 

maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu 

Islam, karena dia telah dibuahi diwaktu Islam. Anak yang dikandung dan 

dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia 

dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat 

lain dalam masalah ini. 

  Pemeliharaan anak harus berdasarkan pada status agama anak, 

seperti dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan “Perseorangan yang melaksanakan 

pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama 
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dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya” Dan pasal 33 

“Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya 

harus sama dengan agama yang dianut anak.” Ketentuan mengenai status 

agama anak dijelaskan dalam dalam pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan 

“Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak 

mengikuti agama orang tuanya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebelum anak dapat memilih dan menentukan agamanya karena 

masih kecil, maka status agama anak mengikuti agama orang tuanya. 

Agama orang tuanya adalah agama berdasarkan agama yang digunakan 

dalam pelaksanaan pernikahan orang tuanya.  

 Dalam perceraian karena murtad, ayah dan ibu anak melakukan 

pernikahan menggunakan cara dan ketentuan agama Islam, oleh karena 

itu akad nikah tersebut menjadi dasar status agama anak yang lahir 

kemudian dalam perkawinan. Dampak yang terasa dalam keluarga  beda 

agama diantaranya adalah ketidakleluasaan atau rasa canggung dalam 

cara hidup dan pergaulan sehari-hari. Dampak lain adalah menurunnya 

kualitas keagamaan seseorang, apalagi jika ia berada pada posisi 

minoritas dengan tingkat religiusitas yang srendah.
61
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